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ABSTRAK

Tingkat kematian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan cukup tinggi. Dari banyaknya
kasus kematian yang tinggi, tidak semua orang yang meninggal melaporkan dan
mengelola akta kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan akta
kematian dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan
pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan
yaitu metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian
yang diperoleh bahwa implemetasi kebijakan pelayanan akta kematian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak optimal
dikarenakan sosialisasi yang belum merata sehingga masyarakat belum memahami
pentingnya kepemilikan akta kematian serta keterbatasan sumber daya membuat
peningkatan beban kerja kepada pengawai yang ada semakin meningkat sehingga
mempengaruhi kualitas dan kecepatan layanan yang disediakan kepada masyarakat.
Pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum juga menambah
ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kematian.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi
Sumatera Utara harus meningkatkan kuantitas sumber daya pengawai, kegiatan
sosial kepada masyarakat dan kerjasama dengan pihak berwajib dalam rangka
mengentaskan praktik-praktik pungutan liar serta semakin meningkatkan kualitas
fasilitas fisik yang sudah tersedia.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelayanan, Kematian
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pelayanan kependudukan adalah bagian penting dari penyelenggaraan
pemerintahan, pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan dan memperbaiki
berbagai pelayanan administrasi kependudukan agar masyarakat dapat memperoleh
dokumen kependudukan dengan lebih cepat. Ini karena pelayanan kependudukan
memerlukan administrasi kependudukan yang lengkap untuk pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagai tanda kewarganegaraan di
Negara Republik Indonesia, dokumen kependudukan terdiri dari kartu tanda
penduduk, kartu keluarga, surat pindah, akta pencatatan sipil, dan identitas
kependudukan lainnya (Yuli et al., 2022:395).

Salah satu tanggung jawab negara adalah memberikan perlindungan serta
pengakuan terhadap status hukum dan status pribadi setiap kependudukan dan
peristiwa penting yang dialami oleh warga negara yang berada di dalam atau di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini termasuk pelayanan administrasi
kependudukan. Identitas kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu
keluarga, akte lahir, dan identitas kependudukan lainnya adalah tanda
kewarganegaraan Negara Republik Indonesia. Identitas-identitas ini dibuat selama
proses administrasi kependudukan dan dapat digunakan oleh pemiliknya untuk
meminta berbagai layanan pemerintah yang mereka butuhkan (Yuli et al.,

2022:395).
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Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah didefinisikan
sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sendiri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah harus bertanggungjawab dengan tugas wajibnya, yaitu
kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan kebijakan kependudukan
ialah “rangkaian kegiatan penataan dalam penertiban dokumen serta data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan

publik pembangunan sektor lain”.

Bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang bermanfaat bagi
masyarakat dan membangun sektor lain di pemerintahan adalah administrasi
kependudukan. Pelaksanaan administrasi kependudukan mencakup hal-hal seperti
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,
dan lainnya yang dicatat dalam pencatatan sipil dan diatur dengan sebaik-baiknya

sebagai pelayanan publik kepada masyarakat.

Kematian dan kelahiran adalah peristiwa penting yang harus dicatat selama
proses pendataan kependudukan dan merupakan bagian dari administrasi
kependudukan. Salah satu tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil adalah menyelenggarakan administrasi kependudukan, seperti mencatat dan

mengeluarkan akta kematian penduduk.
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Akta kematian adalah bukti bahwa seseorang telah meninggal dunia dan
diurus langsung oleh ahli warisnya. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun
2013 Pasal 44 Ayat (1) perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang
adminstrasi kependudukan “Setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi
pelaksana setempat paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal kematian oleh rukun

tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk™.

Pada saat ini, penelitian mengenai administrasi kependudukan sedang
menjadi topik hangat di berbagai daerah di Indonesia terutama di kota-kota besar,
di mana banyak kasus administrasi kependudukan telah terungkap. Beberapa
masalah umum dengan administrasi kependudukan termasuk kesulitan mengelola
dokumen dokumen kependudukan, pembuatan dokumen yang sering melewati
batas waktu dan banyaknya pungutan liar selama proses. Baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan
memperbaiki sistem pengelolaan dokumen kependudukan tetapi hasilnya masih

kurang (Peirisal, 2022:42).

Penting bagi negara dan keluarga yang ditinggalkan untuk mencatat peristiwa
kematian. Untuk membuat kebijakan seperti menetapkan daftar pemilih tetap,
pemerintah membutuhkan data penduduk yang akurat. Dalam hal administrasi dan
legalitas, akta kematian juga sangat penting karena akan berfungsi sebagai bukti

dan dokumen penting yang memiliki kekuatan hukum yang sah (Peirisal, 2022: 43).

Pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah
330.797 jiwa dengan kepadatan penduduk 91,99 jiwa/km?. Besarnya jumlah

penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut tidak disertai dengan tingkat
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kepatuhan akan tertib administrasi kependudukan. Jika dilihat dari jumlah
penduduk yang meninggal dari Januari pada tahun 2023 sebanyak 1.034 jiwa,
menunjukkan bahwa pelaporan penduduk meninggal dan pembuatan akta kematian
penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
Selatan masih rendah. Rendahnya tingkat pembuatan akta kematian menunjukkan
bahwa kebanyakan masyarakat belum paham dan sadar mengenai pentingnya

kepemilikan akta kematian.

Tingkat kematian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan cukup tinggi. Dari
banyaknya kasus kematian yang tinggi, tidak semua orang yang meninggal
melaporkan dan mengelola akta kematian kepada Dinas Kependudukan dan
Penacatatan Sipil. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil masih perlu melakukan upaya untuk membuat membuat

masyarakat sadar dan mau melakukan administrasi yang tertib.

Gambar 1.
Jumlah akta kematian yang diterbitkan menurut jenis kelamin,
dan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2023

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2024
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Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa penduduk yang melakukan
pengurusan akta kematian pada tahun 2023 masih rendah. Rendahnya minat dan
kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kematian dikarenakan kurangnya
pemahaman masyarakat tentang fungsi dari akta kematian itu sendiri. Rendahnya
kesadaran masyarakat terjadi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
masih kurang tepat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang
prasyaratan kepengurusan akta kematian, fungsi dan manfaat kepemilikan akta

kematian.

Masyarakat masih berpikir bahwa melaporkan peristiwa kematian saja sudah
cukup, jadi tidak perlu mengurus dan membuat akta kematian. Hal ini membuat
masyarakat kurang menyadari pentingnya kepemilikan akta kematian. Berdasarkan
situasi yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti ingin mengkaji tentang
“Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta Kematian di Dinas Kependudukan
daan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera

Utara Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas,
terdapat beberapa permasalahan pokok yang dapat diindentifikasi yaitu sebagai

berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan akta kematian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Provinsi Sumatera Utara?
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2. Apa faktor penghambat implementasi kebijakan pelayanan akta kematian di
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan
penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan akta kematian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan pelayanan
akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu

Selatan Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian
Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan

pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya
pencatatan akta kematian bagi ahli waris dan dapat memberikan pemikiran untuk
kemajuan ilmu pengetahuan dan memebrikan landasan untuk penelitian
selanjutnya. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan Kontribusi tambahan

kepada ilmu kebijakan publik, khususnya implementasi kebijakan.
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana jalannya implementasi
kebijakan pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan memberi
manfaat kepada masyarakat sebagai pendorong untuk membuat akta kematian bagi
anggota keluarganya yang telah meninggal. Dan penelitian ini dimaksudkan juga
sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus dapat mendorong peneliti lainnya

untuk dapat lebih mengembangkan kajian terkait penelitian ini.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Defenisi Implementasi Kebijakan

2.1.1 Defenisi Implementasi

Menurut kamus Webster (dalam Wahab: 2008) pengertian implementasi
dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation” (mengimplementasikan)
berarti “to provide means for carrying out” (menyediakan sarana untuk melakukan
sesuatu), “to give practical effect t0” (menimbulkan dampak/akibat terhadap
sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran
bahwa “to implementation” (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu
aktivitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang,
peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehigga

dari aktivitas tersebut akan menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Sementara itu, Grindle (dalam Winarno, 2012:149) mengatakan bahwa secara
umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang
memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu
kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya
“a policy delivey system” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan

dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Mazmanian dan Sebastier dalam Wahab (2012:68) mendefenisikan
implementasi sebagai berikut: “Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
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keputusan badan peradilan.” Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan (2003:9)
mengemukakan pendapatnya bahwa: “Implementasi berkaitan dengan berbagai
kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, di mana eksekutif
mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan
kebijakan yang telah dipilih. Dengan mengorganisir, eksekutif mampu mengatur
sumber daya, unit dan teknik yang mendukung pelaksanaan program secara efektif
dan efesien, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat,
dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang

dilaksanakan.” (Christianingsih, 2020)

Menurut Oktasari (2015:1340), Dalam bahasa Inggris, “implementasi”
berasal dari kata “to implement, yang berarti “mengimplementasikan”.
Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang
menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk
menimbulkan dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
peradilan dan kebijakan yang di buat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam

kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those Activities
directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program
hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “Those
actions by public and private individual (or group) that are achievement or
objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi
implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
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Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), menyatakan implementasi kebijakan publik
sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak
akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana
disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain
implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin

dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

Kemudian menurut Widodo (Sutojo, 2015:4) mengatakan bahwa,
“Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya
yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh
pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”. Menurut Kapioru

(2014:105), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (environmental conditions),

2. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship),

3. Sumberdaya (resources),

4. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies).
Sedangkan menurut William (Taufik dan Isril, 2013:136), “dengan lebih

ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi
menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material
dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara
kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mecapai tujuan organisasi yang

telah ditetapkan”.
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Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi
Kebijakan dan Politik, dalam (Harsono, 2022:67) mengemukakan pendapatnya
mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi
tindakan kebijakan dari politik ke dalam adminstrasi. Pengembangan kebijakan
dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat
dikatakan bahwa implementasi merupakan suatu kebijakan dalam penyelesaian
keputusan demi tercapainya tujuan yang baik serta bagaimana implementasinya
berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh
karena itu implementasi yang baik diharapkan dalam setiap program agar
terciptanya tujuan yang diharapkan (Harsono, 2002:67).

Menurut Mazmian dan Sabatier (Sutojo, 2015:3) menyatakan, “Implementasi
artinya memahami yang sebenarnya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun
untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.
Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “Implementasi berkenaan dengan
berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”

Menurut Kapioru (2014:105), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja
implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (environmental conditions).
2. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship).
3. Sumberdaya (resources).

4. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies).
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Menurut teori implementasi kebijakan (George Edward III, 1980:1),
Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya
suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik
implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan
terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan
perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan
baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu
untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus
dipersiapkan dan direncanakan dengan baik (Edward, 1980:1).

Adapun menurut model implementasi kebijakan George Edward III dinilai
berdasarkan empat (4) aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan

struktur birokrasi.

1. Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan
agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok
sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distrosi implementasi.

2. Sumber daya dapat membantu implementor dalam melaksanakan kebijakan
secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia,
misalnya kopetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi merupakan karakteristik dan watak yang ada dalam implementor.
Jika implementor mempunyai diposisi yang baik maka kebijakan tersebut
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari kebijakan.

4. Struktur Birokrasi merupakan susunan dari komponen (unit-unit) kerja dalam

suatu organisasi yang adanya pembagian kerja dan fungsi dari kegiatan-
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kegiatan yang berbeda—beda diintegrasikan atau dikoordinasikan. Struktur
birokrasi menunjukan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan

penyampaian laporan (Rozandi & Digdowiseiso, 2021: 46)

2.1.2 Defenisi Kebijakan

Kebijakan memiliki banyak istilah, bahkan seringkali penggunaannya
dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti undang-undang, peraturan
pemerintah, surat keputusan, peraturan daerah, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan
dan rancangan besar. Menurut Tahir (2013:1) bagi pembuat kebijakan (policy
makers) istilah-istilah tersebut tidaklah menimbulkan masalah apapun karena
mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada
di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan
membingungkan.

Menurut Parsons (2006:15), kata Policy mengandung makna kebijakan
sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan, artinya sebuah
kebijakan adalah usaha untuk mendefenisikan dan menyusun basis rasional untuk
melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Menurut Anderson dalam Tahir (2013:3), kebijakan diklasifikasikan menjadi
kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan
kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut di selegarakan.
Ini berarti kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh
badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Defenisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang

dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, menurut Nurcholis (2007:263),
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kebijakan berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku
dalam hal:
1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok
sasaran ataupun (unit organisasi pelaksanaan kebijakan).
2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik
dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan

kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut Carl Friedrich (Wahab, 2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan
yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau
pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan
tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan
sasaran yang diinginkan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya
memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan
kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat
hal penting yakni: (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: By
the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan
peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan,

keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik adalah semacam jawaban
terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan
mencegah hal-hal yang tidak baik serta menjadi penganjur, inovasi dan pemuka

kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan tearah.
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Terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, menurut

Anderson dalam Tahir (2013:3) yaitu:

1. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian
utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi.

2. Kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai
keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.

3. Kebiakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang
mereka katakana akan dikerjakan.

4. Bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada
ketentuan hokum dan kewenangan.

5. Melahirkan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan

masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Secara luas kebijakan publik dapat diartikan sebagai hubungan suatu unit
pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Edwars III dalam Kadji (2008:9)
kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak
dilakukan. Sesungguhnya kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran

dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau yang tidak dilakukan.

2.2 Tahap-Tahap Kebijakan

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang
dilakukan dalam proses kegiatan yang ada pada dasarnya bersifat politis. Menurut
Dunn dalam Kadji (2008:8) proses kebijakan publik tak lepas dari filsafat teori
sistem yang mempertimbangkan bahwa setiap tahapan kebijakan pasti berdimensi
input, process, output, dan outcome. Bahwa proses kebijakan publik itu baik dalam
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tahapan formulasi, implementasi maupun evaluasi kebijakan publik seharusnya
memperhatikan apa yang menjadi input, process, output dan outcome dari

kebijakan publik itu sendiri.

Tahap-tahap kebijakan publik terdiri dari tahap penyusunan agenda, tahap
formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan
tahap evaluasi kebijakan. Sementara Ramesh dalam Kadji (2008:14) menyatakan

bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah
bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

2. Formulasi kebijakan (policy making), yakni proses perumusan pilihan-pilihan
kebijakan oleh pemerintah.

3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah
memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu
tindakan.

4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk
melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan

menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Sebuah kebijakan yang tersusun dengan baik dan terarah dalam suatu sistem
yang baik pula, menurut Winardi dalam Kadji (2008:16) seharusnya

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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1. Memungkinkan penafsiran terbuka dan penilaian.

2. Bersifat konsisten dan tidak boleh ada dua kebijakan yang saling bertentangan
dalam satu organisasi.

3. Harus sesuai dengan keadaan yang berkembang.

4. Harus membantu pencapaian sasaran dan harus dibantu dengan fakta-fakta
objektif.

5. Harus sesuai dengan kondisi-kondisi eksternal.

Sistem kebijakan (policy system) atau institusional melalui mana kebijakan
dibuat, menurut Dunn dalam Kadji (2008:17) mengandung tiga elemen yang
memiliki hubungan timbal balik, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan

lingkungan kebijakan.

2.3 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Ada empat faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik,

menurut Edwards III dalam Kadji (2008:40) yakni:

a. Komunikasi (communication). Implementasi kebijakan dapat berjalan secara
efektif, jika yang bertanggungjwab dalam proses implementasi kebijakan
tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk
mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan
konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya.
Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan
tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi
kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali
akan terjadi kebingungan di tingkat implementor, khususnya dalam
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memahami deskripsi tugas yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan
memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan
kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandate atau
pembuat kebijakan.

b. Sumber daya (resources). Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat
dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan tentang
cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap
siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, kewenangan untuk
menyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan
tertentu dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan
persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik.

c. Sikap pelaksana (dispositions or attitudes). Sikap pelaksana merupakan
faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika
implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka implementor
kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki
kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai
keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melkasanakan kebijakan
tersebut. Kebanyakan implementor menggunakan sebisa mungkin otoritas
dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, Salah satu alasan mengenai
hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat
kebiajkan. Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu
sendiri.

d. Struktur birokrasi (bureaucratic structure). Meskipun sumber daya dalam

rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para
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implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk
melaksanakannya tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih
terlambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat
menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses
implementasi sebuah kebijakan. Di sisi lain bahwa implementasi kebijakan
membutuhkan kerja sama yang melibatkan banyak orang. Hal ini
menyebabkan terbuangnya sumber daya langka, menutup kesempatan,
menciptakan  kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk
menghasilkan tujuan silang dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting

menjadi terlupakan

2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik,
implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan
sebagai sesuatu hal yang mempengaruhi proses kebijakan publik menurut Horn
dalam Kadji (2008:46) adalah:

a. Aktivitas implementasi dalam komunikasi antar organisasi.
b. Karakteristik dan agen pelaksana/implementor.

c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.

d. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab :1997), untuk menjalankan
implementasi kebijakan secara tepat dan sempurna maka diperlukan beberapa
persyaratan, antara lain:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana.

2. Tersedia waktu dan sumber daya.
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3. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan.

4. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubung.

6. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan.

7. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan.

8. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis.

9. Komunikasi dan koordinasi yang baik.

10. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku (Subarsono, 2005) memiliki
6 faktor penentu keberhasilan dalam implementasi kebijakan, diantaranya:

a. Standar Kebijakan dan Sasaran Program yang akan dicapai, baik dalam
jangka pendek, menengah dan panjang, dan dalam bentuk nyata dan tidak
berwujud, harus terukur dan jelas, yang secara jelas mempromosikan tujuan
kebijakan yang dapat dicapai.

b. Sumber daya adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non
manusia lainnya yang mendukung pelaksanaan proses implementasi
kebijakan publik.

c. Komunikasi, ialah komunikasi dengan siapa saja yang bertanggung jawab
atas kebijakan program, didukung dengan komunikasi dengan instansi atau
organisasi lain.

d. Karakteristik 1alah dari para agen unit atau sub unit ialah karateristik atau sifat
yang diperlihatkan baik penanggung jawab kebijakan maupun para pelaksana

yang terlibat terhadap implementasi kebijakan.
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e. Keterlibatan antara lingkungan sosial, ekonomi dan politik, mencakup
sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang menawarkan
bentuk dukungan, karakteristik para peserta/partisipan, ataupun juga
tanggapan dan reaksi sifat opini dari publik.

f. Sikap atau disposisi, sikap atau disposisi yang diperlihatkan oleh para
implementor terhadap keberhasilan implementasi kebijakan kepada

masyarakat.

2.5 Defenisi Pelayanan Publik

Menurut AG. Subarsono, pelayanan public adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.
Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan layanan

publik, seperti sertifikat, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian dan lain-lain.

Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh
imbalan (uang) atau jasa. Menurut Kotler pelayanan adalah setiap aktivitas yang
menguntungkan dalam suatu kumpuan atau kelompok yang menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terkait dengan suatu produk secara fisik. Sementara
Sampara mendefenisikan pelayanan sebagai aktivitas atau urutan aktivitas yang
terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin

secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan (Sinambela, 2011:4-5).

Pelayanan pada dasarnya dapat didefenisikan aktivitas seseorang,
sekelompok dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi
kebutuhan. Menurut Monir dalam Larasati Lallo (2015:7) mengatakan pelayanan

adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan
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landasan atau faktor material melalui sistem prosedur dan dengan metode tertentu

dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Soetopo dalam Paimin Napitupulu (2007:163) mengatakan pelayanan adalah
suatu usaha membantu penyiapan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.
Endar Sugiarto menyatakan pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien,
penumpang dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh
orang yang melayani maupun yang dilayani. Menurut Kotler (2008:83), pengertian
pelayanan yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak

lain pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Menurut Fandy Tjiptono (2012:4) pelayanan (Service) bisa dipandang sebagai
sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni Service operations yang
kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaanya oleh pelanggan (black
office atau backstage) dan service delivery yang biasanya tampak (visible) atau

diketahui pelanggan (sering disebut pula front office atau fronstage).

Pelayanan dalam ensiklopedia administrasi (Westra, 1981:81) diartikan
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perseorangan
untuk mengamalkan dan mengabadikan diri kepada masyarakat. Sedangkan Moenir
(1998:26) menyatakan bahwa hakekat pelayanan adalah serangkaian kegiatan,
karena itu 1a merupakan proses yang berlangsung secara rutin dan
berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Kamus

Besar Bahasa Indonesia, pengertian pelayanan adalah usaha melayani, sedangkan
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melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang di perlukan

seseorang (KKBI, 1989:571).

2.6  Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan
prinsip, standar, pola penyelenggara, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat,
lanjut usia, wanita hamil, dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat
kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggara, penyelesaian pengaduan
sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun prinsip pelayanan publik di dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan Pelayanan
Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa
prinsip sebagai berikut:

a. Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami, dan mudah dilaksanakan.
b. Kejelasan; Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:

1. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik.

2. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

4. Kepastian waktu.

c. Kepastian Waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam

kurun waktu telah ditentukan.
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d. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

e. Keamanan; Proses dan produksi pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.

f. Tanggungjawab; Pimpinan pnyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk  bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g.  Kelengkapan sarana dan prasarana; Tersedianya sarana dan prasarana kerja,
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

h. Kemudahan akses; Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai,
mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.

i.  Kedisplinan, Kesopanan, dan Keramahan; Pemberian pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan, santun, dan ramah serta memberikan pelayanan
dengan ikhlas.

J.  Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat
ibadah, dan lain-lain.

2.7 Administrasi Kependudukan

2.7.1 Defenisi Administrasi Kependudukan

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa: Administrasi
Kependudukan adalah rangkaian penataan dalam penertiban dokumen serta data

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan
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informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik,
pemerintahan dan pembangunan. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan, ruang lingkup administrasi kependudukan

meliputi tiga komponen yaitu:

1. Kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk.

2. Kegiataan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran sipil.

3. Kegiatan penataan dan penertiban administrasi kependudukan dalam rangka
penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk masyarakat.

2.7.2 Definisi Akta Kematian

Akta kematian merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah
daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum
bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang
kekeluargaan dan warisan. Disebut sebagai akta otentik karena akta kematian ini
dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari

yang berkepentingan.

Akta kematian merupakan akta yang dicatat dan diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang (kantor pencatatan sipil) kabupaten/kota, yang berkaitan dengan
meninggalnya seseorang. Akta kematian meliputi: (1) akta kematian umum, dan (2)

akta kematian khusus.
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1. Akta kematian umum
Akta kematian umum yaitu yang diterbitkan dimana laporan kematian belum
melewati 10 hari bagi warga negara Indonesia (WNI) asli dan bagi orang
Eropa tiga hari kerja. Persyaratan untuk mendapatkan akta kematian umum
meliputi: (1) surat keterangan kematian dari lurah, kepala desa atau rumah
sakit; dan (2) akta perkawinan dan akta kelahiran anak/anaknya bila sudah
menikah dan mempunyai anak.

2. Akta kematian khusus
Akta kematian khusus yaitu akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang, dimana laporan kematian oleh suami atau istri atau keluarga telah
melewati waktu 10 hari. Syarat untuk mendapatkan akta kematian khusus ini
harus ada penetapan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat
terjadinya kematian. Untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri maka
pemohon harus membawa/melampirkan hal-hal berikut: (1) surat kematian
dari lurah/kepela desa atau rumah sakit; (2) akta perkawinan dan akta
kelahiran anak/anaknya kalau telah menikah dan mempunyai anak; dan (3)
dua orang sanksi yang betul-betul mengetahui peristiwa kematian tersebut

(Zulfikar, 2020:18)

2.8 Penelitian Terdahulu

Untuk mengkaji dan menelaah lebih jauh mengenai Implementasi Kebijakan
Pelayanan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, berikut ada beberapa penelitian
terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti untuk melihat perbedaan antara

penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam
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penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian

terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaan ialah:

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu
No Nama Judul Metode Persamaan Perbedaan Sumber
| I 11 v \Y VI Vi

1. Dimas Implementasi Kualitatif | Persamaan Sementara Jurnal
Rahmatu | Penertiban Akta yang ada antar | perbedaan  yang
llah Kematian  Secara penelitian ada antara

Daring Dalam terdahulu penelitian
(2022) Meningkatkan milik saudara | terdahulu dengan
Tertib Adminstrasi Dimas penelitian  yang
Di Dinas Rahmatullah penulis  lakukan
Kependudukan Dan dengan adalah segi lokasi
Pencatatan Sipil penelitian dan waktu
Kota Surabaya yang penulis | penelitian, penulis
Provinsi Jawa kerjakan ada | melakukan
Timur pada penelitian di
administrasi Kabupaten
kependudukan | Labuhan Batu
di bidang akta | Selatan. Penelitian
kematian terdahulu di
lakukan di Kota
Surabaya.
Penelitian
terdahulu
berfokus pada
implementasi
penertiban  akta
kematian
sedangkan penulis
berfokus pada
implementasi
kebijakan
pelayanan  akta
kematian.

2. Masayu Implementasi Kualitatif | Persamaan Sementara Jurnal
Nila Kebijakan yang ada antar | perbedaan  yang
Juwita Pencatatan penelitian ada antara

Kematian Di Dinas terdahulu penelitian
(2021) Kependudukan Dan milik saudara | terdahulu dengan
Pencatatan Sipil Masayu Nila | penelitian  yang
Kabupaten Ogan Ilir Juwita dengan | penulis lakukan
penelitian adalah segi lokasi
yang penulis | dan waktu
kerjakan ada | penelitian, penulis

pada melakukan
administrasi penelitian di

kependudukan | Kabupaten
di bidang akta | Labuhan Batu
kematian Selatan. Penelitian
terdahulu di
lakukan di
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No Nama Judul Metode Persamaan Perbedaan Sumber
| I 11 v \Y VI Vi
Kabupaten Ogan
Ilir.
3. Wina Implementasi Kualitatif | Persamaan Sementara Skripsi
Tasya Kebijakan yang ada antar | perbedaan  yang
Amalia Penertiban Akta penelitian ada antara
Kematian Masa terdahulu penelitian
(2022) Pandemi Covid-19 milik saudara | terdahulu dengan
Di Dinas Wina Tasya | penelitian  yang
Kependudukan Dan Amalia penulis  lakukan
Pencatatan Sipil dengan adalah segi lokasi
Kota Palembang penelitian dan waktu

yang penulis | penelitian, penulis
kerjakan ada | melakukan
pada penelitian di
administrasi Kabupaten
kependudukan | Labuhan Batu
di bidang akta | Selatan. Penelitian
kematian terdahulu di
lakukan di Kota
Palembang.
Penelitian
terdahulu
berfokus pada
implementasi
kebijakan
penertiban  akta
kematian
sedangkan penulis
berfokus pada

implementasi

kebijakan
pelayanan  akta

kematian.

4. Irsam Kualitas Pelayanan | Kualitatif | Persamaan Sementara Skripsi

Januardi | Penertiban Akta yang ada antar | perbedaan  yang
Kematian Oleh penelitian ada antara

(2019) Dinas terdahulu penelitian
Kependudukan Dan milik saudara | terdahulu dengan
Pencatatan Sipil Di Irsam Januardi | penelitian  yang
Kabupaten Kuantan dengan penulis  lakukan
Singingi penelitian adalah segi lokasi
yang penulis | dan waktu
kerjakan ada | penelitian, penulis

pada melakukan
administrasi penelitian di

kependudukan | Kabupaten
di bidang akta | Labuhan Batu

kematian Selatan. Penelitian
terdahulu di
lakukan di
Kabupaten
Kuantan Singingi.
Penelitian
terdahulu
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No Nama Judul Metode Persamaan Perbedaan Sumber
| I 11 v \Y VI Vi
berfokus pada
kualitas pelayanan
penertiban  akta
kematian
sedangkan penulis
berfokus pada
implementasi
kebijakan
pelayanan  akta
kematian.

5. Aprisca Implementasi Kualitatif | Persamaan Sementara Jurnal
Paska Br | Prinsi-Prinsip Good yang ada antar | perbedaan  yang
Ginting, | Governance Dalam penelitian ada antara
Bahrum | Meningkatkan terdahulu penelitian
Jamil, Kinerja Organisasi milik saudara | terdahulu dengan
Yurial Pelayanan  Publik Aprisca Paska | penelitian  yang
Arief Pada Kelurahan Br  Ginting, | penulis lakukan
Lubis Gundaling I Bahrum Jamil, | adalah segi lokasi

Berastagi Yurial  Arief | dan waktu
Lubis dengan | penelitian, penulis
penelitian melakukan
yang penulis | penelitian di
kerjakan ada | Kabupaten
pada Labuhan Batu
Implementasi | Selatan. Penelitian
dan pelayanan | terdahulu di
publik. lakukan di

Kelurahan
Gundaling I
Berastagi.

Sumber: Dikelola oleh Penulis 2023

2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan bentuk suatu konsep atau alur dari suatu
penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti dan diharapkan dapat mengarah
pada suatu hipotesis atau jawaban sementara sehingga dapat tercapainya paparan
permasalahan dan alternatif solusinya, serta hasil penelitian seperti yang
diharapkan. Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka
berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan

berbagai faktor yang telah diindetifikasi sebagai masalah yang penting.
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Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-
permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta Kematian di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Beberapa isu mengenai administrasi kependudukan yang masih sering ditemui
antara lain seperti sulitnya melakukan pengurusan dokumen kependudukan,
pembuatan dokumen kependudukan yang sering melewati batas waktu pengurusan,
hingga banyaknya pungutan liar dalam proses kepengurusan dokumen

kependudukan.

Edward menyebutkan bahwa ada empat faktor yang memengaruhi
implementasi kebijakan secara simultan dan berinteraksi satu dengan yang lain
untuk membantu implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2008:174). Sehingga dari
pernyataan diatas peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam
mengetahui bagaimana implemetasi kebijakan pelayanan akta kematian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan
yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure

(Edward dalam Widodo, 2011:96-110).
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Kerangka berpikir dapat di

Gam

lihat pada bagan berikut ini:
bar 2.

Kerangka Berpikir

Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta Kematian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Provinsi Sumatera Utara

A 4

Teori George C.
1.

3. Disposisi

IIT dalam Kadji (2008:40)
Komunikasi
2. Sumber Daya

4. Struktur Birokrasi

Edwards

A4
Undang-Undang (UU)
Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Administrasi
Kependudukan

V

Mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Kebijakan
Pelayanan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi
Sematera Utara

A

y

Mendeskripsikan Apa Saja Faktor Penghambat
Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta Kematian di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Labuhanbatu Selatan P

rovinsi Sumatera Utara

A

A

Mendeskripsikan Secara

Kebijakan Pelayanan Akta Kematian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan
Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara

Kompresif Implementasi
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis berharap dapat menjawab masalah penelitian dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menguraikan data deskriptif ini terdiri dari kata-kata tertulis atau lisan. Dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif, tujuan adalah untuk membuat informasi
dari sumber data lebih mudah dipahami. Namun, metode kualitatif lebih
menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti maknanya. Basri
(2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif ini adalah prosesnya
dan bagaimana hasilnya ditafsirkan. Dalam upaya memahami peristiwa, perilaku,
atau fenomena, perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia,
objek, dan institusi serta hubungan atau interaksi antara elemen-elemen tersebut.

(Mohamed, Abdul Majid, & Ahmad, 2007).

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari sejarah, kehidupan
masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan hal-hal
lainnya. Menurut Williams dalam Moleong (2007:5), penelitian kualitatif adalah
pengumpulan data pada latar alamiah dengan menggunakan metode dan dilakukan
oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Sesuai dengan teori
sebelumnya, jenis penelitian ini juga merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif
dengan tujuan untuk menggambarkan dan memceritakan data, situasi, dan

fenomena sosial.
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3.2 Sifat Penelitian

Peneliti  menggunakan  bersifat  deskriptif — karena  semata-mata
menggambarkan subjek untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.
Istilah “deskriptif” mengacu pada penelitian yang melukiskan secara sistematis dan
faktual fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu. Dan
jika peneliti ingin mengetahui apa, bagaimana, berapa banyak, dan sejauh mana,
maka penelitian itu bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu

peristiwa.

Menurut Usman dan Akbar (2003: 4) penelitian deskriptif bertujuan untuk
menciptakan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang karakteristik
dan fakta populasi yang relevan. Penelitian deskriptif bukan untuk menguji
hipotesis tertentu tetapi untuk menggambarkan keadaan yang realita pada objek
penelitian. Sementara itu, menurut (Achmadi dan Narbuko, 2003:44) penelitian
deskriptif merupakan penelitian yang berusaha memecahkan masalah yang ada
berdasarkan data, yang berarti setelah mendapatkan data dan menganalisa dan

menginterpretasikan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif,
untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan berdasarkan data dan
fakta yang ada. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis Implementasi Kebijakan
Pelayanan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Labuhanbatu Selatan.
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3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang diwawancarai, dimintai informasi oleh
pewawancara, yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi,
ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2008:10). Informan adalah
seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu
melalui informan dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik
berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam
memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Menurut Bagong (Suyanto

2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui serta memiliki berbagai
informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

2. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial
yang diteliti.

3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk mengumpulkan data
penelitian dengan berbagai pertimbangan. Misalnya, pertimbangan ini
menunjukkan bahwa individu yang dianggap paling memahami apa yang
diharapkan dari mereka, atau mungkin mereka memiliki pengetahuan yang luas
yang memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Akibatnya, data yang dihasilkan sangat berkualitas (Sugiyono, 2016: 216).
Teknik snowball sampling juga digunakan dalam penelitian ini. Peneliti

menggunakan teknik snowball sampling karena mempertimbangkan hal-hal yang
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mungkin terjadi selama penelitian. Diantara pertimbangan tersebut adalah bahwa

data yang dikumpulkan tidak memadai. Teknik snowball sampling, yang

melibatkan pengambilan sumber data yang jumlahnya awalnya sedikit kemudian

menjadi lebih besar karena sumber data yang lebih sedikit tidak dapat memberikan

sumber data yang memadai (Sugiyono, 2017: 218-219).

Tabel 2.
Informan Penelitian
NO URAIAN NAMA JUMLAH | KETERANGAN
L. Kepala Dinas Kependudukan | Lahamid | Informan Kunci
Dan Pencatatan Sipil Nasution, SE
2. Penata  Kependudukan  dan | Uzra Refita, 1 Informan Utama
Keluarga Berencana Ahli Muda | S.Kom
3. Arsiparis Ahli Muda Siti Kholijah 1 Informan Utama
Sitompul, S.Si
4. Kepala Desa Bukit Tujuh Samsiah 1 Informan Utama
Hasibuan
5. Masyarakat -Sudina 5 Informan
-Desember Tambahan
Harefa
-Asania
-Arofati Lase
-Fiktor Gulo
TOTAL 9

Sumber : Dikelola oleh penulis 2023

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Catherine Marshall dan Gretchen yang dikutip oleh Andi Prastowo

(2010:20) menjelaskan bahwa, metode-metode utama yang digunakan oleh para

peneliti kualitatif untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya adalah

menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, dan penelitian

dokumen (Wahyudi, 2022:46). Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan beberapa teknik yaitu:
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1.  Wawancara mendalam (indept interview )

Wawancara mendalam adalah metode wawancara yang terstruktur dengan
orang yang dipilih diberikan kepada individu yang lebih memahami, mempelajari
situasi, dan memiliki pengetahuan lebih lanjut tentang informasi yang diperlukan.
Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan mencakup banyak informasi untuk
mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang subjek penelitian. Ini sangat
membantu untuk meletakkan dasar bagi penggalian informasi yang lebih mendalam

tentang subjek tersebut (H.B. Sutopo, 2002: 59).

Jika peneliti atau pengumpul data sudah tahu apa yang akan mereka
kumpulkan, merea dapat menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk
mengumpulkan data. Akibatnya, pengumpul data telah menyiapkan instrument
penelitian dalam bentuk pertanyaan tertulis untuk digunakan selama wawancara.
Mereka juga telah menyiapkan jawaban alternatif untuk pertanyaan tersebut.
Training diperlukan untuk calon pewawancara agar setiap pewawancara memiliki

keterampilan yang sama (Sugiyono, 2009:73).

2. Observasi (Pengamatan)

Pengamat bertindak sebagai pengamat dan anggota resmi kelompok
(Moleong, 2007: 176). Salah satu metode penelitian yang sangat penting adalah
pengamatan. Ada banyak alasan mengapa pengamatan itu digunakan. Pengamatan
dapat dikategorikan berdasarkan peran atau tanpa peran. Kategori pertama
termasuk pengamatan yang hanya melakukan satu tugas, yaitu melakukan
pengamatan. Menurut Riyanto, 2010: 96, menyatakan bahwa observasi adalah

teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung atau
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tidak langsung. Perilaku, gejala alam, dan proses kerja juga dipelajari dengan teknik

observasi.

3. Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi menghasilkan
catatan-catatan penting yang terkait dengan masalah yang diteliti, sehingga data
yang diperoleh harus lengkap, sah, dan tidak berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini,
peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait
dengan pembahasan dan masalah yang diteliti, dan peneliti menggunakan alat

seperti kamera untuk memperkuat data yang di peroleh.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini
mencakup pengumpulan data ke dalam beberapa kategori, mejabarkan ke dalam
unit, menganalisa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting untuk dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga data menjadi mudah dipahami oleh individu dan

orang lain (Sugiyono, 2012:35).

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan analisis selama
proses pengumpulan data dan kemudian melanjutkan analisis setelah data lapangan

terkumpul. Dalam menganalisis data, penulis melalui tahapan-tahapan berikut:

1.  Pengumpulan Data
Pengumpulan informasi tetang objek yang akan diteliti, baik yang didengar

atau yang dilihat. Dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
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2. Reduksi Data

Pemilihan dan penekanan pada penyederhanaan, abstraksi, dan trasformasi
data yang tidak lengkap serta cacat tulisan selama penelitian dikenal sebagai
reduksi data. Data yang direduksi oleh peneliti dapat digunakan untuk melengkapi
hasil penelitian kotak, mengembangkan kategori, mengkodekan, dan membuat
catatan reflex dengan tujuan memperdalam, mengkategorikan, dan mengarahkan
yang tidak sesuai. Kemudian mengorganisasikannya sehingga hasilnya tepat, ini

dilakukan secara konsisten selama penelitian.

Di bawah ini adalah ringkasan data yang telah dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi tentang Implementasi
Kebijakan Pelayanan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya adalah

untuk memilih data utama dan memfokuskannya pada yang penting.

3.  Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data.
Penyajian data adalah proses menyajikan data dalam bentuk kata-kata, kalimat,
naratif, tabel, matrik, dan grafik. Tujuan dari penyajian data adalah untuk
menjadikan data yang telah dikumpulkan sebagai dasar untuk mengambil

kesimpulan yang tepat.

4.  Penarikan Simpulan

Proses penarikan intisari dari data yang terkumpul ke dalam bentuk
pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas dikenal sebagai
kesimpulan. Ada keungkinan menarik bahwa menarik kesimpulan dimulai dengan
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kesimpulan yang belum sempurna. Kesimpulan akhir yang lebih jelas dan
signifikan diperoleh setelah data yang masuk terus-menerus dianalisis dan
divalidasi. Istilah “kesimpulan” digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian
yang menunjukkan kesimpulan yang didasarkan pada uraian sebelumnya atau
keputusan yang dibuat menggunakan penedkatan induktif dan deduktif. Keluaran

yang dibuat harus sesuai dengan fokus, tujuan, dan interpretasi hasil penelitian.

3.6 Jenis dan Sumber Data

Semua keterangan yang diperoleh dari Informan ataupun berasal dari
permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah. Dalam penelitian ada

dua jenis data yang akan dianalisis, yaitu primer dan sekunder.

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002:82) data primer merupakan data yang diperoleh dan
dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau
yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer diantaranya adalah catatan

hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002:58).
Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu

bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan sebagainya.
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3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana diambilnya beberapa sampel dan data

penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Peneliti mengambil lokasi

penelitian di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang beralamat di

Sosopan, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera

Utara 21464.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti ialah sejak bulan Juli

2023 s/d bulan Mei 2024.

Tabel 3.
Jadwal Penelitian

Z
o

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Pengajuan Judul

Observasi Awal

Penyusunan Proposal

Jul
23

Agst
23

Okt
23

Feb
24

Apr
24

Mei
24

Bimbingan dan Perbaikan Proposal

Seminar Proposal

Revisi Proposal

Observasi Lapangan dan Wawancara

Penyusunan Bab [V-V

O XN g~ w P

Seminar Hasil

-
©

Bimbingan dan Perbaikan

[EY
=
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BAB V
SIMPULAN DAN SARANAN
5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan
bahwa relevansi teoritis implementasi kebijakan menurut George C Edwards III
yang terdiri dari indikator komunikasi, indikator sumber daya, indikator disposisi
dan indikator struktur birokrasi menerangkan bahwa implementasi kebijakan
pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan tidak optimal dikarenakan sosialisasi yang dilakukan masih
belum merata akibantnya banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya
kepemilikan akta kematian. Selain itu, kurangnya komunikasi antara implementor

menjdi penghambat tercapainya tujuan sosialisasi.

Keterlambatan pegawai dalam memberitahukan kekurangan berkas juga
menyebabkan proses pengurusan akta kematian menjadi terhambat. Birokrasi yang
panjang juga menambah waktu proses pembuatan akta kematian. Kemudian,
kurangnya peninjauan langsung dari pemerintah saat sosialisasi juga menghambat
tercapainya tujuan sosialisasi yang diharapkan. Kurangnya jumlah sumber daya
manusia di bidang operator dan pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, aksesbilitas dan stabilitas
jaringan yang masih kurang dan tidak stabil mengakibatkan gangguan yang
menghambat proses pelayanan pembuatan dokumen penting seperti dokumen, akta

kelahiran, akta kematian, kartu tanda penduduk, dan dokumen penting lainnya.
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Kekurangan bus/unit mobil pelayanan keliling yang mengakibatkan
pelayanan keliling tidak merata juga menjadi faktor penghambat dalam
implementasi kebijakan pelayanan. Keterbatasan ini meningkatkan peningkatan
beban kerja bagi pegawai yang ada, dan juga mempengaruhi kualitas dan kecepatan
layanan yang disediakan kepada masyarakat. Kendala dalam administrasi
kependudukan, khususnya terkait akta kematian menjadi semakin kompleks karena
kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan peristiwa
kematian dan menganggap akta kematian tidak penting dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini menghambat implementasi kebijakan yang ada.

Selain itu, pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum juga
menambah ketidaknyaman bagi masyarakat dan menurunnya tingkat kepercayaan
masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kematian. Serta sikap cuek dan tidak
responsif dari sebagian pegawai dan lambatnya penyampaian informasi tentang
berkas yang kurang menjadi penghambat implementasi kebijakan yang ada.
Terlebih lagi, masih ada pegawai yang lebih mengutamakan hubungan kekerabatan,
sehingga mengakibatkan masyarakat yang lebih dulu mengurus harus menunggu
lebih lama. Semua ini menjadi hambatan nyata dalam implementasi kebijakan

administrasi kependudukan.
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5.2 Saranan

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan saran yang
mungkin dapat dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Implementasi Kebijakan
Pelayanan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan. Saran ini berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam
implementasi kebijakan pelayanan ini dengan hambatan implementasi kebijakan
pelayanan. Berikut saran atas Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara:

1. Meningkatkan kualitas serta kuantitas dari sumber daya yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan pelayanan dokumen penting seperti akta kematian di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
agar mendapatkan hasil yang maksimal ditujukan kepada Bapak Kepala
Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat langsung dalam rangka
meningkatkan kontribusi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan
dan meningkatkan kualitas komunikasi antar implementor agar tidak terjadi
komunikasi yang buruk.

3. Melakukan tinjauan langsung oleh pihak Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan bagian pencatatan akta
kematian untuk melihat progress yang terjadi di lapangan untuk melihat
apakah implementasi yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur

pelaksanaan.
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4. Bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib dalam rangka mengentaskan
praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah ataupun
oknum tertentu agar terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja aparat pemerintahan Indonesia.

5. Meningkatkan keikutsertaan lembaga-lembaga strategis seperti kelompok-
kelompok masyarakat dan media massa dalam rangka meningkatkan upaya
sosialisasi kebijakan pelayanan akta kematian.

6. Meningkatkan kualitas fasilitas fisik yang sudah tersedia dan menambah
jumlah unit bis/mobil keliling agar masyarakat dapat lebih nyaman dan
tertarik untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan.

7. Meningkatkan aksesbilitas dan stabilitas jaringan agar pada saat masyarakat
melakukan pengurusan dokumen penting tidak terkendala akibat jaringan

yang lemah.
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LAMPIRAN

Lampiran 1
Pedoman Observasi

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan
penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Sarana dan Prasarana
3. Pelaksanaan program
4. Sikap Pengawai
5. Respon Masyarakat
Instansi : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Labuhan Batu Selatan

Lokasi : Sosopan, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan
Sumatera Utara 21464.
No Yang diamati Ya | Tidak Keterangan
1. | Struktur Organisasi
2. | SOP-Tupoksi
3. | Sikap Pengawai
4. | Visi Misi
5. | Laporan
kegiatan/program
6. | Sikap respon masyarakat
7. | Dokumen Arsip
8. | Agenda
Kegiatan/Program
9. | Sarana Prasana

a. Ruang kerja

b. Ruang Tunggu

c. Parkir

d. Toilet

e. Papan Informasi

f. Ruang Arsip

g. Perangkat Komputer
h. WiFi

10. | Website Instansi

11. | Sosial Media Instansi

12. | Laporan
Pengaduan/informasi
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Lampiran 2
Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan kebijakan pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara
melalui proses implementasinya, adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai

berikut:
A. Identitas Responden
1. Nama
2. Jenis Kelamin
3. Umur
4. Pekerjaan
5. Pendidikan

B. Pertanyaan Penelitian:
1. Komunikasi

a. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap penyampaian
pentingnya akta kematian di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
Provinsi Sumatera Utara?

b. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan akta kematian di
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

2. Sumber Daya
a. Bagaimana sumber daya pengawai di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi
Sumatera Selatan dalam melakukan pelayanan akta kematian?

3. Disposisi
a. Bagaimana disposisi atau sikap maupun karakter pengawai di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan
akta kematian terhadap masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Provinsi Sumatera Utara?

4. Sruktur Birokrasi
a. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi
Sumatera Selatan?
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Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan kebijakan pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara melalui proses
implementasinya, adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

A. Identifikasi responden
1.Nama :
2.Jenis kelamin
3.Umur
4. Pekerjaan

B. Pertanyaan penelitian

1.  Bagaimana komunikasi yang dijalin pengawai kepada masyarakat pada
saat pengurusan akta kematian di Dinas Kepedudukan dan Pencatatan
Sipil di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara ?

2. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dalam melakukan pelayanan akta kematian sudah terlaksana dengan
baik?

3. Bagaimana sumber daya pegawai di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melayani
masyarakat yang membuat akta kematian?

4.  Bagaimana disposisi atau sikap maupun karakter pegawai dalam
melakukan pelayanan akta kematian kepada masyarakat di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Provinsi Sumatera Utara?

5. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan?
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Lampiran 3
Hasil Observasi

Berikut adalah hasil observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan
penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Sarana dan Prasarana
3. Pelaksanaan program
4. Sikap Pengawai
5. Respon Masyarakat
Instansi : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
Lokasi : Sosopan, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan
Sumatera Utara 21464.
No Yang diamati Ya | Tidak Keterangan
1. | Struktur Organisasi v Terdaftar di Lampiran
dokumentasi penelitian
halaman 131
2. | SOP-Tupoksi v File tersedia dalam bentuk
Laporan
3. | Sikap Pengawai v 1. Ramah
2. Sigap (cepat respon)
Indikator ini dilihat sejak
peneliti melakukan penelitian
sampai selesai penelitian
4. | Visi Misi v Terdaftar di bab iv halaman 51
5. | Laporan v Laporan kegiatan disampaikan
Kegiatan/Program di sub publik dan arsip berita
sistem informasi
6. | Sikap Respon v 1. Baik/ramah
Masyarakat 2. Pada tertib administrasi
kependudukan, ada masyarakat
yang baik/taat mengikuti SOP
dan ada juga masyarakat yang
tidak peduli dan menganggap
tidak penting SOP. Indikator
ini dilihat dari hasil observasi
beberapa informan.
7. | Dokumen Arsip v Dokumen  berbentuk  buku
laporan
8. | Agenda v Agenda kegiatan disampaikan
Kegiatan/Program di sub publik dan arsip berita
sistem informasi
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No | Yang diamati | Ya | Tidak Keterangan \
9. | Sarana Prasana v Sarana prasarana di lihat
a. Ruang kerja langsung oleh peneliti dan layak
b. Ruang Tunggu pakai
c. Parkir
d. Toilet
e. Papan Informasi
f. Ruang Arsip
g.Perangkat Komputer
h. WiFi
10. | Website Instansi v http://disdukcapil.labuhanbatus
elatankab.go.id
11. | Sosial Media Instansi 4 A. Facebook: Disdukcapil
Labuhanbatu Selatan
B. Email:
Disdukcapillabusel7@gmai
l.com
12. | Layanan v L. Melalui form digital
Pengaduan/informasi pengaduan pada sistem
informasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabuapten Labuhanbatu
Selatan
(http://disdukcapil.labuhanbatu
selatankab.go.id)
2. Layanan pengaduan
langsung di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabuapten Labuhanbatu
Selatan
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Lampiran 4
Hasil Wawancara

Informan Kunci

. Identitas Responden
Nama : Lahamid Nasution, SE
Jenis Kelamin : Pria
Umur : 58 Tahun
Jabatan : Kepala Dinas
Pendidikan  : Strat-1

SNEODD =

w

Pertanyaan Penelitian:

1. Komunikasi

a. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil terhadap penyampaian pentingnya akta kematian
di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Mengenai hal ini, kepala desa memiliki peran kunci sebagai
perantara antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan
memastikan bahwa informasi tentang kewajiban pelaporan akta
kematian disampaikan dengan jelas kepada penduduk desa, kepala desa
membantu memastikan bahwa proses administrasi kependudukan
berjalan lancar. Selain itu, sosisalisasi yang efektif juga memainkan
peran penting dalam memastikan pemahaman yang baik di kalangan
masyarakat tentang pentingnya melaporkan kematian ke instansi yang
berwenang. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah,
kepala desa dan masyarakat menjadi pondasi yang kuat untuk menjaga
keakuratan data kependudukan dan memastikan bahwa layanan
pemerintah dapat disediakan secara efektif kepada seluruh warga.
(Wawancara pada pukul 14.46 Wib pada hari Rabu, 7 Februari 2024).

b. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan akta kematian di
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan
standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Prosedur ini
mencakup beragam aspek, seperti pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil dan layanan administrasi kependudukan lainnya. Setiap langkah
dalam proses tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan, mulai dari verifikasi data hingga penerbitan dokumen resmi.
Pegawai di dinas ini juga diharapkan untuk mematuhi SOP tersebut
guna memastikan konsistensi, keakuratan, dan keamana dalam
pengelolaan data penduduk serta pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan teru berupaya menjaga integritas dan
kredibilitasnya sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab
atas urusan kependudukan. (Wawancara pada pukul 14.46 Wib pada
hari Rabu, 7 Februari 2024).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MegacrcleAsgq‘amm (renository ima acid1232 /1 /28



Helena Kurnia Wati Lase - Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta Kematian di ....

2. Sumber Daya

a. Bagaimana sumber daya pengawai di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan dalam melakukan pelayanan akta kematian?
Jawab: Meskipun masih terdapat beberapa sumber daya yang kurang,
seperti proses pengarsipan dokumen atau berkas akta kematian,
pengawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah menujukkan kemampuan yang baik dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, upaya
meningkatkan efesiensi dan kualitas layanan masih dapat dilakukan
dengan pengembangan lebih lanjut dalam hal infrastruktur dan
pelatihan pegawai. Dengan komitmen yang kuat dan upaya
berkelanjutan, pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan
untuk mencapai standar yang lebih baik di masa depan. (Wawancara
pada pukul 14.46 Wib pada hari Rabu, 7 Februari 2024).

3. Disposisi

a. Bagaimana disposisi atau sikap maupun karakter pengawai di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan akta
kematian terhadap masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Sikap pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan peningkatan kerja
yang baik, terutama dalam bagian pelayanan akta kematian. Meraka
telah mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memiliki
sikap yang cukup baik dan bagus dalam melakukan peayanan. Saya
juga menganjurkan agar seluruh pegawai meningkatkan komitmen
mereka dalam melakukan pelayanan, baik dalam pengurusan Kartu
Tanda Penduduk maupun akta kematian, serta dokumen penting
lainnya. (Wawancara pada pukul 14.46 Wib pada hari Rabu, 7 Februari
2024).

b. Apa yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan

Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Sikap masyarakat yang sebagian besar acuh dan tidak peduli
terhadap tertib administrasi kependudukan, terutama pengurusan akta
kematian. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap
peristiwa penting seperti kematian dan masith menganggap akta
kematian tidak penting sehingga tidak perlu diurus dapat
mengakibatkan terhambatnya implementasi kebijakan pelayanan
administrasi kependudukan, khususnya akta kematian”. (Wawancara
pada pukul 14.46 Wib pada hari Rabu, 7 Februari 2024).
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4. Sruktur Birokrasi

a. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan?
Jawab: Struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah ada dan tampaknya telah
dipajang di depan kantor. Struktur birokrasi tersebut sudah tersusun
sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing sesuai
bidangnya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa bagian yang
kosong atau belum terisi dalam struktur birokrasi tersebut karena

kekurangan sumber daya manusia. (Wawancara pada pukul 14.46 Wib
pada hari Rabu, 7 Februari 2024).

Informan Utama

A. Identitas Responden

1. Nama : Siti Kholijah, S.Si

2. Jenis Kelamin : Perempuan

3. Umur : 38 Tahun

4. Jabatan : Arsiparis Ahli Muda

5. Pendidikan  : Strata-1
B. Pertanyaan Penelitian:

1. Komunikasi

a. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil terhadap penyampaian pentingnya akta kematian
di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Setiap tahun, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi yang
bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
proses administrasi terkait akta kematian. Selain itu, kami juga
menyediakan layanan keliling untuk memudahkan masyarakat dalam
mengurus akta kematian secara langsung. Seluruh desa juga dilengkapi
dengan buku pemakaman yang bertujuan untuk mencatat setiap proses
pemakaman yang telah dilakukan. Dengan adanya sosialisasi, layanan
keliling, dan buku pemakaman ini, kami berharap dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik dan memudahkan masyarakat dalam
mengurus urusan administratif terkait kematian. (Wawancara pada
pukul 14:19 Wib pada hari Rabu, 31 Januari 2024).

b. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan akta kematian di
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah mengimplementasikan kebijakan dan
standar operasional prosedur yang menyeluruh untuk memastikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Salah satu inisiatif yang
dijalankan adalah layanan keliling atau jemput bola, yang
memungkinkan akses lebih mudah bagi masyarakat di berbagai lokasi.
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Selain itu, pelayanan tetap tersedia melalui loket untuk memenuhi
kebutuhan langsung. Untuk mempermudah pencatatan akta kematian di
tingkat desa, disediakan buku pokok pemakama sehingga proses
administrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Dengan demikian,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Labuhanbatu
Selatan berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. (Wawancara pada pukul
14:19 Wib pada hari Rabu, 31 Januari 2024).

2. Sumber Daya

a. Bagaimana sumber daya pengawai di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan dalam melakukan pelayanan akta kematian?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan masih kekurangan sumber daya pegawai sehingga
harapannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan segera melakukan penambahan sumber daya
pegawai yang memadai, agar dapat meningkatkan kapasitas dan
produktivitas pegawai. Dengan demikian, Dinas ini akan mampu
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,
mempercepat proses administatif, dan meningkatkan kepuasan
masyarakat secara keseluruhan. (Wawancara pada pukul 14:19 Wib
pada hari Rabu, 31 Januari 2024).

b. Apa yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan

Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan masih kekurangan sumber daya manusia yang
signifikan, terutama diposisi operator dan pencatatan akta kematian.
Dengan jumlah pegawai yang masih kurang, mengakibatkan beban
kerja pegawailebih banyak dari tugas dan fungsi pokok yang
seharusnya pegawai terima. Masih rendahnya pemahaman masyarakat
mengenai pentingnya akta kematian dalam administrasi. Kurangnya
kesadaran akan pentingnya akta kematian juga dapat menghambat
implementasi kebijakan pelayanan”. (Wawancara pada pukul 14:19
Wib pada hari Rabu, 31 Januari 2024).

3. Disposisi

a. Bagaimana disposisi atau sikap maupun karakter pengawai di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan akta
kematian terhadap masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan sikap yang cukup
antusias dalam melakukan pelayanan, terutama dalam pelayanan akta
kematian. Mereka telah mampu memberikan layanan yang baik kepada
masyarakat dengan efesien dan ramah sehingga proses administrasi
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kependudukan dapat berjalan lancer dan efektif. (Wawancara pada
pukul 14:19 Wib pada hari Rabu, 31 Januari 2024).

b. Apa yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan

Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Masih banyak masyarakat yang menganggap akta kematian
tidak penting. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya
pemahaman akan pentingnya dokumen tersebut dalam proses
administrasi dan legalitas. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk
melaporkan setiap peristiwa penting seperti kematian sehingga menjadi
penghambat dalam implementasi kebijakan pelayanan akta kematian
dan administrasi kependudukan lainnya”. (Wawancara pada pukul
14:19 Wib pada hari Rabu, 31 Januari 2024).

4.  Sruktur Birokrasi

a. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan?
Jawab: Struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu telah tersusun dengan baik, mengikuti
pembagian tugas dan jabatan yang telah ditetapkan. Meskipun begitu,
beberapa posisi masih kosong atau belum terisi karena keterbatasan
sumber daya manusia atau pegawai. Meskipun demikian, struktur
tersebut berfungsi dengan efektif dalam menjalankan tugas-tugasya
yang terkait dengan pencatatan sipil dan kependudukan. (Wawancara
pada pukul 14:19 Wib pada hari Rabu, 31 Januari 2024).

Informan Utama

A. Identitas Responden

1. Nama : Uzra Refita, S.Kom

2. Jenis Kelamin : Perempuan

3. Umur : 39 Tahun

4. Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
5. Pendidikan  : Strata-1

B. Pertanyaan Penelitian:

1. Komunikasi

a. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil terhadap penyampaian pentingnya akta kematian
di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Penyampaian informasi telah berhasil mencapai masyarakat
melalui berbagai upaya, termasuk melalui kepala desa, sosialisasi dan
koordinasi langsung dengan kepala desa di Labuhanbatu Selatan.
Melalui koordinasi ini, kepala desa telah diberi instruksi untuk
memastikan bahwa semua akta kematian dilaporkan secara tepat waktu
ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Langkah-langkah ini
bertujuan untuk memastikan bahwa proses administrasi terkait
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kematian dilakukan dengan baik, sehingga data kependudukan tetap
tercatat dengan akurat dan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci
dalam dalam menjaga kelancaran dan ketertiban administrasi
kependudukan. (Wawancara pada pukul 15:17 Wib pada hari Rabu, 31
Januari 2024).

b. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan akta kematian di
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan kebijakan pelayanan akta
kematian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
berlaku. Dalam prosesnya, pihak dinas telah memastikan bahwa setiap
permohonan akta kematian diproses dengan tepat waktu dan akurat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari penerimaan
permohonan hingga kepada penyerahan akta kematian kepada
pemohon, setiap tahapan dilakukan dengan cermat dan transparan.
Selain itu, pelayanan tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan
prinsip keadilan dan kesetaraan bagi setiap pemohon, tanpa
memandang status sosial atau latar belakang lainya. Dengan demikian,
kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memberikan pelayanan
akta kematian dapat dianggap telah sesuai dengan standar operasional
prosedur yang berlaku serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
secara efektif dan efesien. (Wawancara pada pukul 15:17 Wib pada hari
Rabu, 31 Januari 2024).

2.  Sumber Daya

a. Bagaimana sumber daya pengawai di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan dalam melakukan pelayanan akta kematian?
Jawab: Meskipun masih ada kekurangan dalam sumber daya di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
Selatanyang memerlukan penambahan, kinerja pengawai sudah optimal
dan menunjukkan kerjasama yang baik antara satu sama lain. Meskipun
menghadapi keterbatasan, para pegawai tetap mampu menjalankan
tugas mereka dengen efesien dan efektif, menunjukkan dedikasi dan
profesionalisme dalam menberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam situasi ini, kolaborasi dan kerjasama antar pegawai menjadi
kunci dalam mengatasi hambatan yang mungkin timbul akibat
keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan komitmen mereka
untuk tetap memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat
meskipun dalam kondisi yang tidak selalu ideal. (Wawanvcara pada
pukul 15:17 Wib pada hari Rabu, 31 Januari 2024).

b. Apa yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan
Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

Jawab: Masih kurangnya sumber daya pegawai dalam pelayanan
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administrasi sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Masih rendahnya pengetahuan
masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kematian. Kesadaran
akan pentingnya akta kematian masih rendah di kalangan masyarakat,
sehingga seringkali proses pengurusan akta kematian diabaikan dan
dianggap tidak penting”. (Wawancara pada pukul 15:17 Wib pada hari
Rabu, 31 Januari 2024).

3. Disposisi

a. Bagaimana disposisi atau sikap maupun karakter pengawai di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan akta
kematian terhadap masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan sikap dan karakter
yang cukup baik dalam menjalankan tugas mereka. Kami telah
melakukan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat, terutama
dalam bagian pelayanan akta kematian. Dengan adanya sikap ataupun
karakter yang baik dari pegawai dapat mengahasilkan pelayanan yang
efektif dan efesien terhadap masyarakat dan kami telah di berikan
arahan agar lebih berkomitmen lagi dalam melakukan pelayanan
kepada masyarakat. (Wawancara pada pukul 15:17 Wib pada hari Rabu,
31 Januari 2024).

b. Apa yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan

Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan sikap dan karakter
yang cukup baik dalam menjalankan tugas mereka. Kami telah
melakukan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat, terutama
dalam bagian pelayanan akta kematian. Dengan adanya sikap ataupun
karakter yang baik dari pegawai dapat mengahasilkan pelayanan yang
efektif dan efesien terhadap masyarakat dan kami telah di berikan
arahan agar lebih berkomitmen lagi dalam melakukan pelayanan
kepada masyarakat”. (Wawancara pada pukul 15:17 Wib pada hari
Rabu, 31 Januari 2024).

4. Sruktur Birokrasi

a. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan?
Jawab: Struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sudah ada dan tersusun dengan baik sesuai dengan jabatan masing-
masing pegawai. Sudah tersusun dari pimpinan tertinggi sampai dengan
anggota, struktur birokrasinya disusun sesuai tugas, pokok dan fungsi
masing-masing bidang. Meskipun demikian, masih ada beberapa posisi
yang masih kosong atau belum terisi dikarenakan kekurangan sumber
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daya manusia atau pegawai. (Wawancara pada pukul 15:17 Wib pada
hari Rabu, 31 Januari 2024).

Informan Utama

A. Identitas Responden

1. Nama : Samsiah Hasibuan
B. Jenis Kelamin : Perempuan

C. Umur : 38 Tahun

D. Jabatan : PJ Kepala Desa

B. Pertanyaan Penelitian:

1. Komunikasi

a. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil terhadap penyampaian pentingnya akta kematian
di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Setiap tahun, kami rutin menyelenggarakan program sosialisasi
di setiap desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
mengenai pentingnya pengurusan akta kematian. Selain itu, kami juga
melakukan pelatihan secara berkala bagi petugas desa dan masyarakat
umum tentang prosedur pengurusan akta kematian. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan
terhadap prosedur administrasi terkait kematian, dengan upaya ini kami
berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir dan
mendukung bagi masyarakat dalam menghadapi situasi kehilangan dan
berkabung. (Wawancara pada pukul 10.18 Wib pada hari Rabu, 24
Januari 2024).

b. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan akta kematian di
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah menetapkan prosedur yang memastikan
efisiensi dalam administrasi kematian dengan memberikan buku pokok
kematian di setiap desa, termasuk Desa Bukit Tujuh. Langkah ini
bertujuan untuk memudahkan proses pencatatan dan dokumentasi
kematian secara sistematis dan teratur. Dengan adanya buku pokok
kematian ini, petugas administrasi dapat dengan cepat dan akurat
mencatat setiap kejadian di desa tersebut, sehingga mempercepat proses
pengurusan administrasi terkait dan meminimalisir kemungkinan
kesalahan atau kekurangan data. Hal ini juga membantu masyarakat
untuk lebih mudah mengakses informasi terkait kematian yang terjadi
di lingkungan mereka. Sebagai hasilnya, inisiatif ini diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam manajemen
administrasi kematian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (Wawancara
pada pukul 07:41 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).
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2. Sumber Daya

a. Bagaimana sumber daya pengawai di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan dalam melakukan pelayanan akta kematian?
Jawab: Pengawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan kinerja yang
sangat baik. Mereka berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas
mereka dengan penuh tanggungjawab dan profesionalisme. Setiap
anggota tim bekerja sesuai dengan perannya masing-masing,
memastikan bahwa proses administrasi kependudukan berjalan lancar
dan efesien. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan
dengan baik, dengan memberikan informasi yang jelas, bantuan yang
diperlukan, dan sikap ramah yang mengedepankan kepuasan dan
kebituhan masyarakat. Kinerja yang solid ini telah menciptakan
lingkungan yang positif dan terpercaya bagi masyarakat Kabuapten
Labuhanbatu Selatan. (Wawancara pada pukul 07:41 Wib pada hari
Minggu, 18 Februari 2024).

3. Disposisi

a. Bagaimana disposisi atau sikap maupun karakter pengawai di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan akta
kematian terhadap masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Sikap dan karakter pegawai di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah cukup baik dan
mereka juga menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan aturan yang
sudah ditetapkan. Mereka melakukan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan tugasnya masing-masing dan mereka juga selalu antusias
dalam memberikan informasi serta pelayanan kepada masyarakat yang
mau mengurus dokumen penting. (Wawancara pada pukul 07:41 Wib
pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

b. Apa yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan
Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

4. Sruktur Birokrasi

b. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan?
Jawab: Tentunya sudah ada struktur birokrasi di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tentunya juga
penyusunan struktur birokrasi di sana sesuai dengan bagian-bagiannya
dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan serta sesuai dengan
tugas, pokok, dan fungsi masing-masing pegawai yag ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
(Wawancara pada pukul 07:41 Wib pada hari Minggu, 18 Februari
2024).
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Hasil Wawancara Kepada Masyarakat

A. Identifikasi responden

1. Nama : Sudina

2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Umur : 29 Tahun
4. Pekerjaan : Bhl Murni

B. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana komunikasi yang dijalin pengawai kepada masyarakat pada
saat pengurusan akta kematian di Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara ?
Jawab: Penyampaian informasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memenuhi harapan yang kita
inginkan. Mereka memberikan informasi dengan jelas, akurat, dan tepat
waktu sehingga memudahkan pemahaman dan pengambilan keputusan
mengenai pentingnya akta kematian. Dengan cara yang sistematis dan
profesional, mereka telah mengkomunikasikan berbagai hal terkait akta
kematian, termasuk prosedur pendaftaran, pemutakhiran data dan layanan-
layanan yang tersedia. Keandalan dan kualitas penyampaian informasi
akta kematian ini membantu masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
untuk mengakses layanan kependudukan dengan lebih efektif dan efisien.
(Wawancara pada pukul 07:41 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

2. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dalam melakukan pelayanan akta kematian sudah terlaksana dengan baik?
Jawab: Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan
sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Petugas didalam
dinas tersebut telah secara cermat menjalankan proses administrasi
kependudukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mulai dari
penerimaan dokumen, verifikasi data, hingga penerbitan dokumen resmi
dilakukan dengn teliti dan cermat. Dengan demikian, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
berhasil menjalankan tugasnya secara efesien dan efektif dalam mencatatn
dan mengurus kependudukan dengan baik. (Wawancara pada pukul 07:41
Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

3. Bagaimana sumber daya pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melayani masyarakat yang
membuat akta kematian?

Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan standar yang luar biasa dalam
pelayanan public. Sumber daya manusia di sana tidak hanya kompeten,
tetapi juga memiliki dedikasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat. Saya sangat dengan kualitas layanan yang
diberikan oleh pengawai dinas tersebut. Mereka bekerja dengan optimal
dan saling berkolaborasi, menciptakan lingkungan yang ramah dan efesien
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dalam mengurus proses administrasi seperti akta kematian. (Wawancara
pada pukul 07:41 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

4. Bagaimana disposisi atau sikap maupun karakter pegawai dalam

melakukan pelayanan akta kematian kepada masyarakat di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan sikap yang baik dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka ramah dan membantu
saat saya melakukan pengurusan akta kematian, sehingga prosesnya
berjalan lancar. Harapannya seluruh pegawai semakin berkomitmen dalam
melakukan pelayanan kepada masyarakat. (Wawancara pada pukul 07:41
Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

5. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan?

Jawab: Sudah ada susunan organisasi di kantor tersebut dan disusun sesuai
jabatan-jabatan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mereka memberikan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan susunan organisasi yang ada di Dinas tersebut.
(Wawancara pada pukul 07:41 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

6. Apa yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta
Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

Jawab: Hambatan dalam mengurus akta kematian ialah persyaratan yang
kurang jelas dan proses yang terkadang memakan waktu. Seringkali,
kurangnya pemahaman tentang persyaratan yang diperlukan dapat
menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pengumpulan berkas.
Selain itu, proses administratif yang lambat dan birokrasi yang kompleks
juga dapat menjadi hambatan yang signifikan. Kendala jaringan yang
masith kurang kuat yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi hambatan yang
signifikan dalam proses pengurusan berkas. Para pemohon harus bersabar
menunggu hingga jaringan menjadi stabil sebelum mereka dapat
melanjutkan proses pengurusan. Akibatnya, waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan prosedur administratif menjadi lebih lama dari yang
seharusnya. Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan sikap yang baik
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka ramah dan
membantu saat saya melakukan pengurusan akta kematian, sehingga
prosesnya berjalan lancar. Harapannya seluruh pegawai semakin
berkomitmen dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
(Wawancara pada pukul 07:41 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).
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Hasil Wawancara Kepada Masyarakat

A. Identifikasi responden

1.Nama : Desember Harefa
2.Jenis kelamin : Pria

3.Umur : 37 Tahun

4. Pekerjaan : Karyawan Swasta

B. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana komunikasi yang dijalin pengawai kepada masyarakat pada

saat pengurusan akta kematian di Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara ?
Jawab: Penyampaian informasi tentang pentingnya akta kematian yang
disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan melalui Desa Bukit Tujuh kemungkinan sudah
berjalan dengan baik dan optimal. Namun dikarenakan saya tidak begitu
lama berdomisili di Desa Bukit Tujuh Kabupaten Labuhanbatu Selatan
jadi saya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana informasi
tersebut disampaikan. (Wawancara pada pukul 08:07 Wib pada hari
Minggu, 18 Februari 2024).

2. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dalam melakukan pelayanan akta kematian sudah terlaksana dengan baik?
Jawab: Kebijakan pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah terlaksana dengan
baik. Langkah-langkah efesien telah diimplementasikan untuk
memastikan bahwa layanan ini tersedia secara cepat dan efektif bagi
masyarakat. Proses pengajuan akta kematian dilakukan dengan sistem
yang terorganisir dengan baik, mulai dari pengumpulan dokumen hingga
penerbitan akta. (Wawancara pada pukul 08:07 Wib pada hari Minggu, 18
Februari 2024).

3. Bagaimana sumber daya pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melayani masyarakat yang
membuat akta kematian?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam
mengelola sumber daya pegawainya. Penerapan sistem kerja yang efesien
dan terstruktur memungkinkan pegawai untuk mengatasi berbagai
kebutuhan administratif dengan cepat dan tepat. (Wawancara pada pukul
08:07 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

4. Bagaimana disposisi atau sikap maupun karakter pegawai dalam
melakukan pelayanan akta kematian kepada masyarakat di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Provinsi Sumatera Utara?
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Jawab: Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan menunjukkan sikap dan karakter yang cukup baik
dalam melayani masyarakat. Mereka responsif dan ramah saat menghadapi
kebutuhan administratif masyarakat. Setiap kali melakukan pengurusan
dokumen, pasti dilayani dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku
sehingga proses pengurusan dokumen lebih efektif. (Wawancara pada
pukul 08:07 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

5. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan?
Jawab: Struktur birokrasi ini seperti susunan organisasi dari yang tertinggi
sampai yang terendahnya. Tentunya di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah ada susunan
organisasi tersebut agar pegawai yang bekerja di dinas tersebut
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bagian-
bagiannya yang sudah ditetapkan pada susunan organisasi. (Wawancara
pada pukul 08:07 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

6. Apa yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta

Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya akta kematian
menciptakan kesenjangan dalam pemahaman akan manfaatnya. Tanpa
sosialisasi yang memadai, banyak yang masih awam akan kegunaan akta
kematian. Sehingga masyarakat masih banyak yang tidak melakukan
pengurusan akta kematian dikarenakan sosialisasi belum dilakukan secara
merata. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam
mengelola sumber daya pegawainya. Penerapan sistem kerja yang efesien
dan terstruktur memungkinkan pegawai untuk mengatasi berbagai
kebutuhan administratif dengan cepat dan tepat. Meskipun sikap pegawai
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
Selatan sudah cukup baik, masih terdapat kendala yang muncul dalam
pengurusan administrasi kependudukan. Banyak pegawai cenderung lebih
memprioritaskan hubungan kekerabatan dalam memberikan pelayanan
yang menyebabkan masyarakat yang lebih dulu mengurus administrasi
kependudukan menjadi terkendala. Meskipun sikap yang baik telah
diperlihatkan, perlunya peningkatan kesadaran akan profesionalisme
daalm memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu ditekankan untuk
memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama dan adil
terhadap layanan administrasi kependudukan. (Wawancara pada pukul
08:50 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).
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Hasil Wawancara Kepada Masyarakat

A. Identifikasi responden

1.Nama : Asania
2.Jenis kelamin : Perempuan
3.Umur : 42 tahun
4. Pekerjaan : Bhl Murni

A. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana komunikasi yang dijalin pengawai kepada masyarakat pada
saat pengurusan akta kematian di Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara ?
Jawab: Penyampaian informasi mengenai akta kematian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa informasi sesuai, seperti
prosedur pengajuan dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan
akta kematian. Namun, terdapat juga informasi yang tidak sesuai, seperti
ketidakjelasan mengenai waktu pelayanan atau biaya yang mungkin
diperlukan. Perbaikan dalam penyampaian informasi bisa meningkatkan
efisiensi dan kejelasan proses pelayanan bagi masyarakat yang
membutuhkan layanan tersebut. (Wawancara pada pukul 08:50 Wib pada
hari Minggu, 18 Februari 2024).

2. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dalam melakukan pelayanan akta kematian sudah terlaksana dengan baik?
Jawab: Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pengurusan
berkas akta kematian telah terbukti memenuhi persyaratan yang
ditetapkan. Proses pengurusan berkas akta kematian dilakukan secara
efisien dan transparan dan pelayanan yang dilakukan sudah baik sehingga
pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dijadikan sebagai contoh yang baik
dalam menjalankan tugasnya serta memenuhi kebutuhan administratif
masyarakat dengan baik. (Wawancara pada pukul 08:50 Wib pada hari
Minggu, 18 Februari 2024).

3. Bagaimana sumber daya pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melayani masyarakat yang
membuat akta kematian?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah memiliki sumber daya yang berkualitas dan
responsif dalam melayani masyarakat. Pegawai Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah bekerja dengan
baik sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan juga
sudah melayani masyarakat dengan baik. (Wawancara pada pukul 08:50
Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).
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4. Bagaimana disposisi atau sikap maupun karakter pegawai dalam

melakukan pelayanan akta kematian kepada masyarakat di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Di Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, sikap dan karakter pegawai saat memberikan
pelayanan khususnya terkait dengan akta kematian telah mencapai standar
yang memuaskan secara umum. Sebagian besar pegawai di sana berusaha
memberikan pelayanan dengan baik, ramah, dan informatif. Mereka
berkomitmen untuk membantu dan menjelaskan proses kepada dengan
jelas kepada masyarakat. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa masih ada
beberapa pegawai yang belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam hal
pelayanan. Beberapa diantaranya mungkin kurang proaktif dalam
memberikan informasi yang diperlukan dan tidak memberikan penjelasan
dengn cukup jelas kepada masyarakat. (Wawancara pada pukul 08:50 Wib
pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

5. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan?
Jawab: Tentunya struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah ada dan disusun
sesuai bagian-bagiannya. Struktur birokrasi tersebut bertujuan agar kinerja
pegawai dapat berjalan dengan lancar sesuai tugas, pokok dan fungsinya
sesuai dengan yang ada di struktur birokrasi tersebut pada saat
memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Wawancara pada pukul
08:50 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

6. Apa yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta
Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

Jawab: Kesusahan dalam melakukan pengurusan akta kematian sering kali
disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas yang diurus, karena kurangya
pengetahuan tentang persyaratan yang diperlukan. Selain itu, proses
pengurusan yang memakan waktu serta kurangnya sosialisasi kepada
masyarakat mengenai prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam
pengurusan akta kematian. Ketika melakukan pengurusan akta kematian
yang menjadi kendala ialah jaringan terganggu dan tidak stabil sehingga
proses pengurusan akta kematian mengalami penundaan dan harus
menunggu lama sampai jaringan kembali bagus dan stabil. Selain itu,
biaya yang diminta oleh pihak terkait juga tidak jelas, menyebabkan
ketidakpastian dalam proses pengurusan akta kematian yang kami ajukan.
Masalah pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam proses
pengurusan administrasi kependudukan, khususnya akta kematian
sehingga menciptakan ketidaknyamanan dan keengganan bagi masyarakat
untuk mengurus dokumen tersebut. Selain itu, sikap cuek dan kurang
responsif dari sebagian pegawai dalam mengurus berkas akta kematian
semakin memperburuk situasi, membuat masyarakat merasa diabaikan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MegacrcleAsgq‘amm (renository ima acid1232 /1 /28



Helena Kurnia Wati Lase - Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta Kematian di ....

tidak dihargai sehingga dapat menghambat akses masyarakat terhadap
layanan administratif. (Wawancara pada pukul 08:50 Wib pada hari
Minggu, 18 Februari 2024).

Hasil Wawancara Kepada Masyarakat

A. Identifikasi responden

1.Nama : Arofati Lase
2.Jenis kelamin : Pria

3.Umur : 43 Tahun

4. Pekerjaan : Karyawan Swasta

B. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana komunikasi yang dijalin pengawai kepada masyarakat pada
saat pengurusan akta kematian di Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara ?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah berhasil melaksanakan kebijakan pelayanan
yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan kualitas layanan kepada
masyarakat yang ingin mengurus akta kematian. Melalui langkah-langkah
yang sistematis dan efektif, petugas pelayanan telah mampu memberikan
bantuan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Mulai dari proses
pengajuan hingga penerbitan akta kematian, pelayanan yang
diselenggarakan telah berjalan dengan lancar dan efesien. Keterbukaan
komunikasi antara petugas dengan masyarakat juga menjadi salah satu
kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan demikian,
kebutuhan masyarakata akan dokumen penting ini dapat terpenuhi dengan
baik, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap
pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (Wawancara pada pukul
08:34 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

2. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dalam melakukan pelayanan akta kematian sudah terlaksana dengan baik?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah berhasil melaksanakan kebijakan pelayanan
yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan kualitas layanan kepada
masyarakat yang ingin mengurus akta kematian. Melalui langkah-langkah
yang sistematis dan efektif, petugas pelayanan telah mampu memberikan
bantuan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Mulai dari proses
pengajuan hingga penerbitan akta kematian, pelayanan yang
diselenggarakan telah berjalan dengan lancar dan efesien. Keterbukaan
komunikasi antara petugas dengan masyarakat juga menjadi salah satu
kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan demikian,
kebutuhan masyarakata akan dokumen penting ini dapat terpenuhi dengan
baik, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap
pelayanan public yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (Wawancara pada
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pukul 08:34 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

3. Bagaimana sumber daya pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melayani masyarakat yang
membuat akta kematian?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sudah optimal dalam sumber daya pengawai,
memberikan responsivitas yang luar biasa terhadap kebutuhan masyarakat.
Pegawai di sana tidak hanya memiliki keterampilan yang baik dalam
melakukan tugas mereka, tetapi juga menunjukkan sikap kerja sama yang
tinggi. Mereka secara aktif membantu satu sama lain dalam memberikan
pelayanan yang efisien kepada masyarakat. (Wawancara pada pukul 08:34
Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

4. Bagaimana disposisi atau sikap maupun karakter pegawai dalam

melakukan pelayanan akta kematian kepada masyarakat di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Di Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, sikap dan karakter pegawai saat memberikan
pelayanan khususnya terkait dengan akta kematian telah mencapai standar
yang memuaskan secara umum. Sebagian besar pegawai di sana berusaha
memberikan pelayanan dengan baik, ramah, dan informatif. Mereka
berkomitmen untuk membantu dan menjelaskan proses kepada dengan
jelas kepada masyarakat. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa masih ada
beberapa pegawai yang belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam hal
pelayanan. Beberapa diantaranya mungkin kurang proaktif dalam
memberikan informasi yang diperlukan dan tidak memberikan penjelasan
dengn cukup jelas kepada masyarakat. (Wawancara pada pukul 08:50 Wib
pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

5. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan?
Jawab: Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sudah memiliki struktur birokrasi dari pimpinan
tertinggi yaitu kepala dinas sampai dengan anggotanya. Struktur birokrasi
tersebut disusun sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan kepada setiap
pegawai, dan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. (Wawancara pada pukul 18:43 Wib pada
hari Senin, 19 Februari 2024).

6. Apa yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta
Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

Jawab: Ketika mengurus berkas akta kematian, sering kali terjadi
kekurangan informasi yang tidak disampaikan dengan jelas oleh pegawai
yang bertugas. Hal ini menyebabkan beberapa berkas menjadi tidak
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lengkap tanpa sepengetahuan pengurus. Tanpa pemebritahuan yang jelas,
pengurus tidak dapat memperbaiki berkas yang kurang sehingga proses
pengurusan terhambat. Kurangnya peninjauan dalam kegiatan sosialisasi
secara langsung oleh pemerintah sehingga sosialisasi yang diharapkan
belum tercapai. Kondisi jaringan yang kurang stabil membuat pengurusan
berkas akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya terganggu,
dikarenakan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu jaringan
kembali bagus dan stabil. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah melakukan pelayanan keliling
menggunakan bus/unit mobil keliling, harapannya bus/unit mobil keliling
ditambah lagi agar pelayanan keliling kepada masyarakat lebih merata dan
mudah untuk dijangkau. Masih terdapat kendala yang muncul dalam
pengurusan administrasi kependudukan. Banyak pegawai cenderung lebih
memprioritaskan hubungan kekerabatan dalam memberikan pelayanan
yang menyebabkan masyarakat yang lebih dulu mengurus administrasi
kependudukan menjadi terkendala. Dan juga ada beberapa pegawai yang
lambat dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang berkasnya
kurang pada saat pengajuan berkas akta kematian sehingga pelayanan
menjadi terhambat dan tidak efektif. (Wawancara pada pukul 08:34 Wib
pada hari Minggu, 18 Februari 2024).

Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat

A. Identifikasi responden

1.Nama : Fiktor Gulo
2.Jenis kelamin : Pria

3.Umur : 53 Tahun

4. Pekerjaan : Karyawan Swasta

B. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana komunikasi yang dijalin pengawai kepada masyarakat pada
saat pengurusan akta kematian di Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara ?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah berhasil melaksanakan kebijakan pelayanan
yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan kualitas layanan kepada
masyarakat yang ingin mengurus akta kematian. Melalui langkah-langkah
yang sistematis dan efektif, petugas pelayanan telah mampu memberikan
bantuan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Mulai dari proses
pengajuan hingga penerbitan akta kematian, pelayanan yang
diselenggarakan telah berjalan dengan lancar dan efesien. Keterbukaan
komunikasi antara petugas dengan masyarakat juga menjadi salah satu
kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan demikian,
kebutuhan masyarakata akan dokumen penting ini dapat terpenuhi dengan
baik, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap
pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (Wawancara pada
pukul 08:34 Wib pada hari Minggu, 18 Februari 2024).
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2. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dalam melakukan pelayanan akta kematian sudah terlaksana dengan baik?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan memiliki sumber daya pegawai yang cukup baik
dalam melayani masyarakat. Mereka telah menunjukkan dedikasi yang
tinggi dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan yang telah
ditetapkan. Selain iyu, semangat kerjasama di anatara pegawai di dalam
dinas tersebut sangat kuat, dengan saling membantu dan mendukung satu
sama lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. (Wawancara pada
pukul 18:43 Wib pada hari Senin, 19 Februari 2024).

3. Bagaimana sumber daya pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melayani masyarakat yang
membuat akta kematian?
Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan memiliki sumber daya pegawai yang cukup baik
dalam melayani masyarakat. Mereka telah menunjukkan dedikasi yang
tinggi dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan yang telah
ditetapkan. Selain iyu, semangat kerjasama di anatara pegawai di dalam
dinas tersebut sangat kuat, dengan saling membantu dan mendukung satu
sama lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. (Wawancara pada
pukul 18:43 Wib pada hari Senin, 19 Februari 2024).

4. Bagaimana disposisi atau sikap maupun karakter pegawai dalam

melakukan pelayanan akta kematian kepada masyarakat di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Pegawai di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan menunjukkan sikap dan karakter yang cukup baik
dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mengurus administrasi kependudukan, terutama terkait dalam akta
kematian. Pegawai disana juga saling bekerja sama dan memberikan
pelayanan sesuai tugasnya masing-masing. (Wawancara pada pukul 18:43
Wib pada hari Senin, 19 Februari 2024).

5. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Selatan?
Jawab: Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sudah memiliki struktur birokrasi dari pimpinan
tertinggi yaitu kepala dinas sampai dengan anggotanya. Struktur birokrasi
tersebut disusun sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan kepada setiap
pegawai, dan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. (Wawancara pada pukul 18:43 Wib pada
hari Senin, 19 Februari 2024).
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6. Apa yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta

Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Jawab: Sosialisasi mengenai persyaratan pembuatan akta kematian dan
fungsi akta tersebut telah dilakukan, namun terdapat ketidakmerataan
dalam penyebarannya sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tidak
memiliki pemahaman menyeluruh tentang hal tersebut. Akibatnya, banyak
yang tidak mengetahui persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan akta
kematian dan manfaat akta kematian tersebut. Selain itu, kurangya
peninjauan langsung dari pemerintah saat melakukan sosialisasi juga dapat
menyebabkan sosialisasi yang diharapkan tidak tercapai dan dapat
menghambat masyarakat untuk mengetahui kegunaan penting akta
kematian tersebut. Jaringan yang sering kali tidak stabil membuat para
masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan, terutama akta
kematian tidak nyaman. Masyarakat harus menunggu lama agar jaringan
kemabli stabil dan juga dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu
yang lebih lama juga. Adapun pelayanan keliling yang dilakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
Selatan tidak merata dikarenakan kurangnya sarana bus/unit mobil yang
disediakan sehingga masih perlu adanya penambahan busunit mobil agar
pelayanan administrasi kependudukan secara keliling merata dan mudah
dijangkau oleh masyarakat. Pegawai yang suka mengulur-ulur waktu
dalam melakukan pengurusan akta kematian menunjukkan kurangnya
tanggung jawab dan kesadaran terhadap pentingnya proses tersebut bagi
masyarakat yang berduka. Selain itu, kecenderungan beberapa pegawai
untuk  lebih  mengumatakan hubungan kekerabatan daripada
memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat menjadi penghambat
dalam proses administratif. (Wawancara pada pukul 18:43 Wib pada hari
Senin, 19 Februari 2024).
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Lampiran 5
Dokumentasi Penelitian

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
Selatan

Suasana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
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Foto Wawancara bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Bapak Lahamid Nasution, SE
Pada hari Rabu, 7 Februari 2024, pada pukul 14.46 Wib

Foto Wawancara bersama Arsiparis Ahli Muda Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dengan Ibu Siti Kholijah Sitompul, S. Si
Pada hari Rabu, 31 Januari 2024, pada pukul 14:19 Wib,

Foto Wawancara bersama Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli
Muda dengan Ibu Uzra Refita, S. Kom
Pada hari Rabu, 31 Januari 2024, Pada pukul 15:17 Wib

Foto Wawancara bersama PJ Kepala Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dengan Ibu Samsiah Hasibuan
Wawancara pada pukul 10.18 Wib pada hari Rabu, 24 Januari 2024.

Foto Wawancara bersama Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan
Ibu Sudina. Pada hari Minggu, 18 Februari 2024, pada pukul 07:41 Wib
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Foto Wawancara bersama Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan
Bapak Desember Harefa. Pada hari Minggu, 18 Februari 2024,
pada pukul 08:07 Wib

Foto Wawancara bersama Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan
Ibu Asania. Pada hari Minggu, 18 Februari 2024, pada pukul 08:50 Wib.

Foto Wawancara bersama Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan
Bapak Arofati Lase. Pada hari Senin, 19 Februari 2024, pada pukul 18:43 Wib

Foto Wawancara bersama Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan
Bapak Fiktor Gulo. Pada hari Senin, 19 Februari 2024, pada pukul 18:43 Wib
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Lampiran 6
Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan
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Lampiran 7
Surat Permohonan Riset/Penelitian
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Lampiran 8
Surat Rekomendasi Riset/Penelitian
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Lampiran 9
Surat Balasan Riset/Penelitian
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Lampiran 10
Surat Selesai Riset/Penelitian
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